BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3
bulan di Kanwil DJP Jawa Timur I, kesimpulan dari penelitian yang
berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan

Aktif Piutang Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP
Jawa Timur | melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pelaksanaan Lelang,
Pemblokiran Rekening, dan Pencegahan Wajib Pajak ke Luar
Negeri dari tahun 2014-2015 dinyatakan tidak efektif. Terbukti
bahwa pencapaian persentase dari penagihan pajak melalui
tindakan tersebut kurang dari 80%, sehingga belum dapat
dikatakan efektif karena persentase minimal efektivitas dapat
dikatakan cukup efektif apabila mencapai sebesar 80%-90%.
Sedangkan penagihan pajak melalui Penyanderaan (gijzeling)
dari tahun 2014-2015 dapat berjalan efektif, karena pencapaian
persentase lebih dari 90%. Tingkat persentase efektivitas dapat
dikatakan efektif apabila mencapai sebesar 90%-100%.

2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak melalui tindakan penagihan
yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur | dari tahun 2014-
2015 dinyatakan tidak dapat berjalan efektif. Hal ini terbukti
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bahwa pencapaian persentase kontribusi kurang dari 10%,
sehingga masih dalam kriteria sangat kurang dan belum dapat
dikatakan cukup. Tingkat persentase kontribusi dapat dikatakan
cukup apabila pencapaian persentase kontribusi sebesar 20%-
30%.

3. Tindakan penagihan pajak banyak yang tidak dapat berjalan
efektif, karena nominal pencairan piutang pajak sangat
berhubungan dengan kemampuan ekonomis seseorang. Dengan
pernyataan tersebut, dapat menyadari bahwa masih banyak
piutang pajak yang belum mampu dicairkan dengan tindakan
penagihan pajak.

5.2 Saran

1. Kanwil DJP Jawa Timur | harus lebih tegas kepada wajib pajak
dalam setiap tindakan penagihan yang dilakukan agar wajib
pajak benar-benar bertanggung jawab atas pajak terutangnya
mulai dari pengiriman Surat Teguran sampai dengan
dilakukannya Penyanderaan (gijzeling).

2. Kanwil DJP Jawa Timur | perlu melakukan evaluasi khususnya
pada bidang penagihan, sehingga diharapkan mampu untuk
meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan melalui
penagihan pajak.

3. Kanwil DJP Jawa Timur | perlu melakukan kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan
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kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya,
contohnya: sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi
negara.

Kanwil DJP Jawa Timur | perlu mengadakan kerjasama dengan
pihak-pihak yang dapat membantu proses kelancaran penagihan
pajak, misalnya: Kepolisian Pemerintah jika terjadi sesuatu
dengan wajib pajak.
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